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ABSTRAK

Salfiana, 2018 Analisis Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah Kota Makassar, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Dibimbing oleh Asriati dan
Muttiarni.

Penelitian ini mengenai Analisis pajak restoran terhadap peingkatan
pendapatan asli daerah kota makassar. Dalam penelitian ini yaitu pajak restoran
dan pendapatan asli daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017
meningkat sesuai data yang di peroleh dari Badan Pendapatan Dearah Kota
Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektifitas pajak
restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Makassar dan
menganalisis kontribusi pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asi
daerah Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kuantitatif. Teknik Pengumpulan data menggunakan
dokumentasi dan studi pustaka, jenis data yaitu data sekunder. Data sekunder
selanjutnya di analisis menggunakan analisis statistik deskriptif kuantitatif
sebagai alat analisis dengan Analisis Tingkat Efektivitas dan Analisis Kontribusi.

Hasil penelitian ini adalah tingkat efektifitas pajak restoran di Kota
Makassar sudah dikatakan efektif dan kontribusi pajak restoran terhadap
pendapatan asli daerah masih dikatakan kurang baik.

Kata Kunci : Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD)



ABSTRACT

Salfiana, 2018 Analysis of Restaurant Taxes Against Increasing Local Revenue
of Makassar City, Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and
Business, Muhammadiyah University of Makassar, Supervised by Asriati and
Muttiarni.

This research is about restaurant tax analysis on the increase of local
revenue in the city of Makassar. In this study, restaurant taxes and local
revenues from 2011 to 2017 increased according to data obtained from the
Makassar City Revenue Agency. This study aims to analyze the level of
effectiveness of restaurant tax on increasing revenue in the area of Makassar
City and analyzing the contribution of restaurant tax to the increase in income in
the area of Makassar City. The type of research used in this study is a
quantitative approach. Data collection techniques use documentation and
literature study, the type of data is secondary data. Secondary data is then
analyzed using quantitative descriptive statistical analysis as an analytical tool
with the Analysis of the Level of Effectiveness and Analysis of Contributions.

The result of this study is that the level of restaurant tax effectiveness in
Makassar City has been said to be effective and the contribution of restaurant tax
to local revenue is still not good.

Keywords: Restaurant Tax, Local Revenue
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan di
daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari
luar daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus
dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai
kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat
mandiri.

Pajak merupakan iuran yang dipaksakan kepada seluruh masyarakat
yang biasa di katakan sebagai suatu pemaksaan yang bersifat mengikat. Hal
ini terjadi karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan
Pajak menjadi pemegang andil terbesar dalam pembangunan di seluruh
aspek kehidupan di negara ini kontribusi kepada negara. Tidak dapat
dipungkiri bahwa tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar
karena besarnya biaya yang diperlukan tidak akan bisa ditutupi dengan
pinjaman danbantuan luar negeri.

Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan UU Nomor 28
Tahun 2009, sesuai dengan UU tersebut maka kabupaten atau kota
diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang
ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut.
Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan
daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

(self supporting) dalam bidang keuangan.



Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang
seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dalam
kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya adalah
pajak restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1
angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh pemilik restoran dan saat ini pemerintah juga mulai melirik
sektor swasta tersebut (pajak restoran) yang diperkirakan memiliki potensi
yang besar dalam memeberikan kontribusi bagi pendapatan daerah Kota
Makassar.

Melihat usaha kuliner di kota Makassar semakin hari semakin
diminati dengan banyaknya masyarakat lokal maupun masyarakat luar yang
gemar memburu beberapa aneka menu makanan baik makanan tradisional,
naisonal maumpun internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin
banyaknya wusaha kuliner tersebut dari waktu kewaktu. Dengan
berkembangnya usaha/bisnis di Kota Makassar diharapkan dapat menjadi
potensi peningkatan efektivitas dalam penerimaan pajak restoran dan
kontribusi yang diberikan oleh restoran dapat memacu pembangunan
ekonomi di Kota Makassar.

Penelitian Edwar W. Memah (2013) tingkat efektivitas dari pajak hotel
dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 sangat bervariasi. Tingkat
efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32%
dan terendah pada tahun 2011 sebesar 86,41%. Pada pajak restoran tingkat
efektivitas tertinggi terjadi tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada
tahun 2011 sebesar 97,89%. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan

pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik



terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2010
sebesar 8,11% dan terendah tahun 2008 sebesar5,38%. Kontribusi pajak
restoran tertinggi tahun 2009 sebesar 24,47% dan terendah sebesar 19,76%
di tahun 2011.

Fenomena tersebut maka dari itu penulis melakukan penelitian
tentang pajak  restoran dengan judul penelitian “ANALISIS PAJAK
RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA MAKASSAR .

B. Rumusan Masalah
Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana tingkat efektifitas pajak restoran terhadap peningkatan
pendapatan asli daerah Kota Makassar 2011-2017?".
2. Bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan
asli daerah Kota Makassar 2011-20177?".
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis tingkat efektifitas pajak restoran terhadap peningkatkan
pendapatan asli daerah Kota Makassar 2011-2017".
2. Menganalisis  kontribusi pajak restoran terhadap peningkatkan
pendapatan asli daerah Kota Makassar 2011-2017".
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini antara lain:
1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis



Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis tentang
realisasi penerimaan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan
asli daerah yang terealisasi dari tahun 2011-2017 dikantor Badan
Pendapatan Daerah Kota Makassar.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi,
referensi serta dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi pihak-pihak
yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian maupun judul
penelitian yang hampir sama di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis
Dapat diketahui upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah
daerah dalam pemungutan pajak untuk menambah jumlah pajak daerah
Kota Makassar. Dengan bertambahnya pajak secara tidak langsung akan
menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dapat
digunakan untuk menunjang perekonomian daerah guna tercapainya

kesejahteraan masyarakat.



1.

BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori
1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Undang-Undang pajak No. 28 tahun 2007 menyebutkan pajak
adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-—
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Burton dan llyas (2013:6) pajak adalah bantuan
baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan
publik dari penduduk atau drai barang, untuk menutupi belanja
pemerintah, yang artinya pajak merupakan suatu pemungutan dari
masyarakat yang berguna untuk kepentingan Negara.

Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang No.16 tahun 2009 (KUP) pasal 1 ayat 1 bahwa “pajak adalah
kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”.Pajak merupakan penerimaan negara yang paling utama, untuk
itu pajak merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan

pembangunan nasional.



Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan
untuk membiayai pengelolaan sebuah negara. Di dunia ini tidak ada
negara yang tidak memberlakukan pungutan pajak kepada warganya.
Pemerintahan sebuah negara tidak bisa berjalan jika tidak dana untuk
membiayai kegiatan pemerintahannya. Hal ini juga berlaku untuk
negara Indonesia. (Widodo et al 2010)

Pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang
memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang agar
membayar sejumlah uang ke kas negara yang bersifat memaksa dan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Tuwo, 2016)

Berdasarkan dari penjelasan di atas pajak merupakan iuran yang
merupakan kewajiban bagi rakyat yang dipaksakan dengan peraturan
undang-undang yang harus ditaati bagi masyarakat. Pajak merupakan
suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap wajib pajak
restoran yang menyediakan layanan makanan.

. Jenis-jenis Pajak

Jenis-Jenis pajak dibedakan berdasarkan golongan, sifat dan
lembaga yang memungut yaitu (Mardiasmo, 2011):

1) Menurut golongan :

a) Pajak langsung, merupakan pajak yang harus dipikul sendiri
oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang
lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan

Nilai (PPN).



2) Menurut sifat :

a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya,
dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh :
PPh.

b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya,
tanpa harus memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh :
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3) Menurut lembaga yang memungut :

a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : PPN.

b) Pajak daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh
pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai
kebutuhan rumah tangga pemerintah daerah. Contoh : Pajak
Kendaraan Bermotor.

c. Sistem Pajak
Menurut Mangkoesoebroto (2009) dalam bukunya “Ekonomi
Publik’'mengemukakan bahwa sistem pajak yang baik harus memiliki

kriteria seperti berikut:

1) Kepastian
Kriteria kepastian ini berhubungan dengan aktivitas
investasi yangdilakukan oleh masyarakat memerlukan biaya yang
sangat besar dan penuhresiko. Oleh karena itu, investor haruslah

mendapat kepastian akan besarnya pajakyang harus dibayar.



2) Biaya administrasi yang minimal

Biaya administrasi untuk melaksanakan suatu jenis pajak
yangmerupakan biaya pemungutan dan pengenaan pajak
haruslah diusahakanseminimal mungkin.Jenis pajak yang berbeda
mempunyai biaya administrasiyang berbeda pula, atau tergantung
siapa yang menjadi wajib pajaknya. Ambilcontoh, biaya
administrasi  pajak penjualan yang dikenakan kepada
produsenberbeda dengan pajak penjualan yang wajib pajaknya
pengecer .

3) Pelaksanaan (enforcement)

Suatu sistem pajak yang baik haruslah dapat dilaksanakan
dandipaksakan (enforceable).Pemerintah harus dapat meneliti
usaha-usaha wajibpajak untuk dapat melakukan penghindaran
pajak.Misalnya pada pajakpendapatan, pemerintah harus dapat
meneliti semua pendapatan wajib pajak, jikatidak hal ini dapat
mendorong wajib pajak untuk beralih pada kegiatan-kegiatanyang
penghasilannya sulit dilacak oleh petugas pajak.

4) Dapat diterima oleh masyarakat

Kriteria sistem pajak yang lain yaitu dapat diterima
masyarakat sebabijika tidak dapat diterima oleh masyarakat akan
menyebabkan usaha-usaha untukmenghindarkan diri dari pajak
yang lebih besar.

d. Fungsi Pajak
Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak,

sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki



kegunaan dan manfaat pokok dalammeningkatkan kesejahteraan

umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya

kehidupan ekonomi masyarakatnya. Menurut llyas (2007:10-11)

terdapat empat fungsi pajak yaitu fungsi budgetair, fungsi regulerend,

fungsi demokrasi, dan fungsi distribusi.

1)

2)

3)

Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknya di sektor
publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-
banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada
waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara,
dan bila ada surplus akan dapat digunakan sebagai tabungan
pemerintah untuk investasi pemerintah.
Fungsi Regulerend

Fungsi regulerend yaitu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut
akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan
tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.
Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi yaitu fungsi yang merupakan salah satu
penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan
pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk
mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah
melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak
memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa

melakukan protes (complaint).
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4) Fungsi Distribusi
Fungsi distribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada
unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.
d. Teori Pemungutan Pajak
Negara mempunyai hak untuk memungut pajak berdasarkan
beberapa teori (Mardiasmo, 2004) :

1) Teori asuransi yaitu negara melindungi keselamatan jiwa, harta
benda dan hak-hak rakyatnya, oleh karena itu rakyat harus
membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi
karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori kepentingan adalah pembagian pajak kepada rakyat
didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-
masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap
Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori daya pikul yaitu beban pajak untuk semua orang harus sama
beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul
masing — masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat
digunakan 2 pendekatan yaitu:

a) Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau
kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
b) Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan
materiil yang harus dipenuhi.
e. Syarat Pemungutan Pajak
Syarat pemungut pajak menurut Mardiasmo (2011:2), vyaitu;

Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) sesuai dengan tujuan
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hukum, vyaitu untuk mencapai keadilan, undang-undang dan
pelaksanaan pemungutan pajak harus adil, dimana pengenaan pajak
harus sama antar Wajib Pajak serta disesuaikan dengan kemampuan
Wajib Pajak yang bersangkutan. Sedangkan dalam pelaksanaanya
dilakukan dengan pemberian hak bagi wajib pajak untuk mengajukan
keberatan dalam kewajiban pembayaran pajaknya, dan diperbolehkan
mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat
Yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945
pasal 23 ayat (2), hal ini memberikan jaminan hukum kepada Wajib
Pajak untuk dapat menyatakan keadilan, baik bagi kepentingan negara
maupun warga negaranya.
. Pengelompokkan Pajak

Beberapa literatur ilmu keuangan negara dan pengatur ilmu

hukum pajak terhadap perbedaan dan penggolongan pajak serta jenis-
jenis pajak. Perbedaan pembagian atau penggolongan didasrkan pada
suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban
pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut,
serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Berikut
ini adalah jenis pajak berdasarkan kriteria diatas (Priantara, 2012 : 6).
1) Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung yaitu pajak yang pembebanannya langsung

kepada wajib pajak yang berkewajiban memebayar pajaknya.

Contoh : pajak penghasilan



b.
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Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat
dialihkan kepada pihak lain.

Contoh : pajakmpertambahan nilai

2) Menurut Sifatnya

a.

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang waktu pengenannnya yang
pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya, setelah itu
barulah menentukann objeknya.

Contoh : pajak penghasilan

Pajak Obijektif, yaitu pajak yang pada waktu pengenaannya
yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah itu barulah
menentukan subjeknya.

Contohnya : pajak pertambahan nilai dan pajak bumi

bangunan

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

a)

b)

Pajak Pusat, yaitu pajak yang diadministrasikan Pemerintah
Pusat dalam hal ini adalah Kementrian Keuangan, yakni DJP.
contoh : pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai

Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah
daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
daerah. Pajak Daerah dibedakan menjadi Pajak Provinsi dan
Pajak Kabupaten/Kota. Pajak provinsi terdiri dari empat
macam pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bahan
bakar kendaraan bermotor, bea balik mana kendaraan
bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air

dibawah tanah dan air permukaan. Sedangkan pajak



13

Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak
reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan
pengolahan bahan golongan C (mineral bukan logam dan
batuan).
g. Sistem Pemungutan Pajak
Terdapat tiga sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2011) yaitu:

1) Official Assesment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak
yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2) Self Assesment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak
yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan
sendiri besarnya pajak teutang.

3) With Holding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan
wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang oleh Wajib Pajak.

h. Asas Pengenaan Pajak
Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai
asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak,
khususnyan untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang
paling sering digunakan oleh negara sebagai sebagai landasan untuk
mengenakan pajak adalah:
1) Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan, berdasarkan
asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan

yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila



2)

3)

1)
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untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan
penduduk atau berdomisili dinegara itu atau apabila badan yang
bersangkutan berkedudukan di negara itu.

Asas sumber, dalam asas ini tidak menjadi persoalan mengenai
siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh
penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan
pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.

Asas kebangsaan atau asas nasiolitas atau disebut juga asas
kewarganegaraan. Dalam asas ini yang menjadi landasan
pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dariorang atau

badan yang memperoleh penghasilan.

i. Waijib Pajak

Wajib pajak pribadi

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang
memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. Di
Indonesia setiap orang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam

Undang-Undang.

2) Wajib Pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi PT, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi Kkoperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
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sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap. Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud
pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban
objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memproleh Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Pajak Daerah
a. Defenisi Pajak Daerah
Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun
2000 dan terakhir diubah dengan UU NO. 28 Tahun 2009, yang
dimaksud dengan pajak daerah: Pajak daerah yang selanjutnya
disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Pajak daerah untuk masing-masing Kab/Kota
dapat dilihat dari pos Pendapatan Asli Daerah dalam laporan realisasi
APBD.
Pajak daerah menurut Siahaan (2013:9) mengemukakan bahwa
pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang
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pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya
digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
didaerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,
yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggara
pemerintah daerah (Mardiasmo, 2011).

. Fungsi Pajak Daerah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan
bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena
pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua
pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal
diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1) Fungsi Penganggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi
untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-
tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara
membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan
pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti
belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain
sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan
dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri

dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun



2)

3)

4)
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ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan
pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama
diharapkan dari sektor pajak.

Fungsi Pengaturan (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui
kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa
digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam
rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun
luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.
Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah
menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk
menjalankan kebijakan yangberhubungan dengan stabilitas harga
sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini biasa dilakukan antara
lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat,
pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan
untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk
membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan
kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat.
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c. Pembagian Pajak Daerah
Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut
(Aziz 2015 : 53):
1) Pajak Provinsi terdiri dari berikut ini:
a) Pajak kendaraan bermotor
b) Bea balik nama kendaraan bermotor
¢) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
d) Pajak air permukaan
e) Pajak rokok
2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari berikut ini:
a) Pajak hotel
b) Pajak restoran
¢) Pajak hiburan
d) Pajak reklame
e) pajak penerangan jalan
f) Jajak mineral bukan logam dan batuan
g) Pajak parkir
h) Pajak air tanah
i) Pajak sarang burung walet
j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
d. Kriteria Pemungutan Pajak Daerah
Ada beberapa kriteria dalam pemungutan pajak daerah
(Raksaka Mahi, 2005: 43-4) yaitu:

1) Kecukupan dan Elastisitas
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Dalam kaitan dengan kecukupan, penerimaan suatu pajak
harus menghasilkanpenerimaan yang cukup besar sehingga
diharapkan mampu membiayai sebagianatau keseluruhan biaya
pelayanan  yang dikeluarkan. Secara tidak langsung
dapatdikatakan biaya pungut harus dapat ditutup dari hasil pungut
dan selisihnyadapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran
publik. Ada 2 (dua) hal penting yang bisa yang menjadi syarat
elastisitas.

a) Terdapatnya pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan
pajak itu sendiri (basis pajak).

b) Kemudahan untuk menarik manfaat dari pertumbuhan pajak
tersebut. Sebagai contoh, jika jumlah hotel meningkat, maka
sudah selayaknya pajak hotel juganaik. Namun demikian
kenaikan itu tidak akan terasa apabila sistem perpajakantidak
dapat mengambil manfaat dari adanya peningkatan jumlah
hotel tersebut.

2) Pemerataan
Pemerataan mempunyai arti bahwa beban pengeluaran
pemerintah daerah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam
masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupannya. Ada 3
(tiga) dimensi pemerataan, yaitu:
a) Pemerataan vertikal yang menghasilkan pajak progresif.

b) Pemerataan horizontal,
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c) Pemerataan geografis, artinya orang tidak seharusnya
membayarbeban pajak lebih hanya karena tinggal di daerah
tertentu.

3) Kelayakan Administrasi
Kelayakan administrasi bermakna bahwa berbagai jenis pajak di
daerah berbedabaik dalam jumlah maupun keputusan yang diperlukan
dalam administrasinya. Ada pajak tertentu yang memiliki tingkat
kesulitan dalam menghitungnya, namun ada jenis pajak yang mudah
dihitung.
4) Kesepakatan politis
Keputusan pembebanan pajak sangat tergantung kepekaan
masyarakat,pandangan masyarakat secara umum tentang pajak dan
nilai — nilai yang berlakudalam masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan
kesepakatan bersama dalampengambilan keputusan perpajakan.
5) Menghindari distorsi terhadap perekonomian
Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan
beban baik bagikonsumen maupun produsen. Sehingga jangan
sampai suatu pajak akan menimbulkan beban tambahan yang
berlebihan sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh.
3. Pajak Restoran
a. Defenisi Pajak Restoran
Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan
penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli,

baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
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Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran
“Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran”. Sebagai mana yang dimaksud dalam peraturan daerah
tersebut, yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyedia makanan
dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga
rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk
jasa boga/catering.

. Objek dan Subjek Pajak Restoran

Objek Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.
Pelayanan yang disediakanrestoran meliputi penjualan makanan
dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baikdikonsumsi di
tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak
Restoran adalahpelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai
penjualannya tidak melebihi batas tertentu yangditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan
yangmembeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Secara
sederhana subjek pajak adalah konsumenyang menikmati pelayanan
yang diberikan oleh restoran tersebut. Sementara itu, wajib pajak
adalahorang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran
yang diterima atau yangseharusnya diterima restoran. Selanjutnya tarif
Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar (10%)sepuluh persen

dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini
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dimaksudkanuntuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah
kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yangdipandang sesuai
dengan kondisi masing masing daerah kabupaten/kota. Dengan
demikian, setiapdaerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk
menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkinberbeda dengan
kabupaten/kota lainnya.

6) Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif pajakdengan dasar pengenaan pajak. Secara
umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai denga rumusberikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
. Syarat Pemungutan Pajak Daerah
Menurut Nurlan Darise (2006: 45-6) pemungutan pajak harus
memenuhi beberapa syarat, diantaranya :
1) Syarat Keadilan
Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum
yaitu mencapai keadilanundang-undang dan pelaksanaan
pemungutannya harus adil. Adil dalam perundang-undangan
artinya mengenakan pajak secara umum dan merata
sertadisesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak.
Sedangkan adildalam pelaksanaan pemungutannya yakni dengan
memberikan  hak bagi wajibpajak untuk  mengajukan
keberatan,penundaan dalam pembayaran dan mengajukan

banding kepada Majelis pertimbangan pajak.
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2) Syarat Yuridis
Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-
undang. Hal ini memberi jaminan hukum untuk menyatakan

keadilan baik bagi negara maupun warganya.
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3) Syarat Ekonomis
Pemungutan pajak tidak sampai = mengganggu
perekonomian khususnya padakegiatan perdagangan sehingga
tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.
4) Syarat Finansial
Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada
fungsi budgeter,artinyabiaya pemungutan harus ditekan sehingga
lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5) Syarat Sederhana
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan
memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya
e. Hubungan pajak restoran dengan Pendapatan Asli Daerah
Pajak restoran termasuk jenis pajak daerah Kota Makassar. Pajak
restoran merupakan sumber keuangan untuk penyelenggaraan
pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus mempunyai sumber
keuangan yang cukup untuk mewujudkan tersebut karena untuk
pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan biaya yang tidak
sedikit. Sumber keuangan dari pendapatan asli daerah yang berasal
salah satunya dari pajak restoran, sehingga hubungan pajak restoran
sangat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan asli Daerah.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Defenisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1
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ayat 18 disebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan
yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Rahman
(2005:38) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah
yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam
pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Definisi di atas dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
adalah penerimaan daerah yang masuk ke kas umum daerah yang
bersumber dari hasil daerah itu sendiri, yaitu pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-
lainPendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah berdasarkan peraturan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samudra (2015:54) dalam Panjaitan dan Sahara (2017) contoh
dari Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak
daerah, dari retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dan
lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah itu yang
digali atau dihasilkan oleh yang bersangkutan dan merupakan pula
pendapatan daerah yang sah.
. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 6 ayat 1

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:
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1) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat
memaksa, digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran
rakyat.

2) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan suatu
penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut
objek pendapatan yang meliputi: Bagian laba atas penyertaan
modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas
penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan
bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta
atau kelompok usaha masyarakat .

A. Efektifitas

Efektivitas menurut Sondang P.Siagian (2001:24) adalah:

“Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana

dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk

menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya”.
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu

memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang

sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan suatu pengukur

keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya.
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Organisasi tersebut dikatakan efektif apabila telah berhasil mencapai apa
yang diharapkan.

Abdul Halim (2008:234) dalam Lilik Yunanto (2015) menjelaskan
mengukur efektivitas secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan
keputusan 49 Menteri Perdagangan Dalam Negeri N0.690.900.327 Tahun
1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun
dalam tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1

Rasio Efektifitas

Rasfi? Kriteria
Efektifitas
>100% Sangat Efektif
90% - 100% Efektif
80% - 90% Cukup Efektif
60% - 80% Kurang Efektif
< 60% Tidak Efektif

Sumber: Menteri Perdagangan Dalam Negeri N0.690.900.327

6. Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute,
contribution,maknanya adalah keikut sertaan, keterlibatan, melibatkan diri
maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi
atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu
memberikan pinjaman terhadap pihaklain demi kebaikan bersama.

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa
perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan
dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai

contoh,seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi
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menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga
memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang.

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha
meningkatkanefisisensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan
cara menajamkanposisi perannya, sesuatu yang kemudian mejadi bidang
spesialis, agar lebih tepatsesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat
diberikan dalam berbagai bidangyaitu pemikiran, kepemimpinan,
profesionalisme, finansial, dan lainnya (Anne Ahira:2012).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah
sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi (T.Guritno 1992: 76)
kontribusi adalah segala sesuatu yang diberikan secara bersama sama
dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau
bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan
yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap besarnya Belanja
Pembangunan Daerah.

Pengertian kontribusi menurut kamus ilmiah populer, Dany H.
(2006:264) "Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau
sokongan.” Sementara menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia
diartikan: “Sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan .

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi merupakan suatu
sumbangsih yang diberikan oleh suatu sistem pajak maupun retribusi
yang dipergunakan untuk melaksanakan  pemerintahan  dan

pembangunan yang berkelanjutan.
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B. Penelitian Terdahulu

Rudi Prasetyo dan Sutjipto Ngumar (2017) dengan judul penelitian
Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli. Metde yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan hasil penelitian bahwa hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa variable pajak daerah berpengaruh
signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan variabel retribusi
daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan
variabel pajak daerah beserta variable.

Iftakhur Rizgiyah (2014)dengan judul penelitan Pengaruh Pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009 — 2013). Metode
penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan
penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini
Terdapat pengaruh signifikan secara persial pajak restoran terhadap
pendapatan asli daerah Kota Semarang periode 2009-2013, namun secara
simultan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota
Semarang.

Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani (2017) dengan judul
penelitian Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas
Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016). Metode penelitian menggunakan
analisis statistik deskriptif dengan hasil penelitianPajak Pajak Restoran
memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kota Batu pada tahun 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan
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nilai signifikansi Pajak Restoran sebesar 0.004 < 0,05. Analisa penelitian ini
menunjukkan bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Batu

Yohanes Andreanto dan Dini Widyawati (2016) dengan judul
penelitian Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Metode penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif dengan bentuk penelitian survei, populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh Wajib Pajak badan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Surabaya Sawahan yang berbadan hukum PT (Perseroan
Terbatas). Hasil penelitian ini secara keseluruhan yaitu struktur organisasi,
strategi organisasi, prosedur organisasi dan budaya organisasi yang masuk
dalam indikator modernisasi sistem administrasi perpajakan di KPP Pratama
Surabaya Sawahan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib
Pajak badan.

Alia Rochmah dan Akhmad Riduwan (2014) dengan judul penelitian
Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak. Metode penelitian ini menggunakan Sampel
ditentukan berdasarkan metode Convenience Sampling, yaitu pengumpulan
informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia
memberikan informasi dan untuk memperoleh informasi dasar secara cepat
dan efisien, sehingga didapat sampel sebanyak 85 responden wajib pajak di
KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
ada pengaruh positif antara variabel modernisasi struktur organisasi pada
penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan

wajib pajak. Sedangkan variabel-variabel lain meliputi modernisasi prosedur
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organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya
organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lisda Peronika Panjaitan dan Sahara, S.Pd., M.Pd.E (2017) dengan
judul penelitian Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Batam.
Metode penelitian ini Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Teknik Probability Sampling. Sampel yang diambil
dalam penelitian ini adalah jumlah populasi pada laporan target dan realisasi
Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di kota Batam
selamat 5 (lima) tahun terakhir.Hasil penelitian secara parsial menunjukkan
bahwa variabel penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap
peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Batam.

Freddy De Rooy dan Novi Budiarso dengan judul penelitian Analisis
Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
(Pad) Di Kabupaten Raja Ampat. Metode penelitian yang digunakan metode
deskriptif. Hasil atakan bahwapenelitian ini menyatakan bahwa tinggi atau
Rendahnya Penerimaan dari setiap Jenis Pajak Daerah yang adada
dipengaruhi oleh banyak sdikitnya penyelenggaraan yang terjadi atas setiap
jenis pajak tersebut.

Eka Arif Sutanto att all(2014)dengan judul penelitian Pengaruh Pajak
Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
surakarta. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, instrumen
penelitian menggunakan tekhnik pengumpulan data sekunder dimana data
diperoleh dari dokumentasi data-data realisasi pajak hotel, realisasi pajak

restoran dan pendapatan daerah Kota Surakarta tahun 2009-2011. Dengan
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hasil penelitian pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan
asli daerah kota Surakarta sedangkan pajak restoran secara parsial tidak
berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta

Indri Fitria Sari (2017) dengan judul penelitian Analisis Potensi
Penerimaan Retribusi Pasar Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli
Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Solok). Metode penelitian ini
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan
hasil penelitian Nilai kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap
Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2011-2014 menunjukkan
adanya kecenderungan berfluktuasi dari tahun 2011 sebesar 0,03 persen,
tahun 2012 sebesar 0,04 persen, Pada tahun 2013 mengalami peningkatan
yang cukup signifikan sebesar 0,07 persen dari tahun sebelumnya yaitu 0,04
persen menjadi 0,11 persen dan pada tahun 2014 kontribusi retribusi pasar
terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar 0,01
persen. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah pada
Kabupaten Solok tiap tahunnya dikategorikan sangat kurang atau rendah
tiap tahunnya.

Datulong att all (2014) dengan judul penelitian Analisis Potensi
Penerimaan Dan Efektivitas PajakRestoran Di Kabupaten Minahasa Utara.
Model analisis yang digunakan yaitu analisis perhitunganpotensi penerimaan
yang didasarkan pada jumlah wajib pajak restoran perhitungan efektivitas
PajakRestoran yang didasarkan pada realisasi penerimaan dan potensi
penerimaan Pajak Restoran. Hasilperhitungan potensi penerimaan Pajak
Restoran menunjukkan bahwa potensi Pajak Restoran diKabupaten

Minahasa Utara belum tercapai secara optimal. Potensi Rumah Makan
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memiliki potensipenerimaan Pajak Restoran paling besar. Efektivitas Pajak
Restoran menunjukkan bahwa pemungutandan pengelolaan Pajak Restoran
belum efektif.

Edward W. Memah (2013) dengan judul penelitian Efektivitas Dan
Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan RestoranTerhadap PAD Kota
Manado. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan
hasil penelitian tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran pada
tahun 2007-2011 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel
terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32% dan terendah pada tahun 2011
sebesar 86,41%. Pada pajak restoran tingkat efektivitas tertinggi terjadi
tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2011 sebesar
97,89%. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada
tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.

Kerangka Fikir
Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk
melihat seberapa besar efektivitas pajak restoran dan kontribusi pajak

tersebut terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.
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Gambar 2.1

Kerangka Fikir

Rata-rata peningkatan realisasi
penerimaan pajak daeah

— Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

Pajak Restoran

Realisasis

Target Pajak

Pajak Restoran Restoran

Efektifitas

Keterangan:

Dalam beberapa tahun terakhir di Kota Makassar penerimaan
pajak daerah rata-rata mengalami peningkatan realisasi yang akan
berdampak positif pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang pada
akhirnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah
diantaranya dari pajak restoran. Badan Pendapatan Daerah kota
Makassar menghitung target dan realisasi pajak restoran. Apabila target
pajak restoran dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama
dengan realisasi pendapatan pajak restoran tersebut telah -efektif

pemungutannya.
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Dengan efektifnya pengelolaan pajak restoran maka dihasilkan
pendapatan pajak restoran yang maksimal, dimana diharapkan
memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pajak daerah. Sehingga
pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dan dapat membiayai

pembangunan daerah secara maksimal.



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut
Arikunto (2002:17) dalam Arif Suciadi R (2014) pada dasarnya penelitian
deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah
penelitiannya tidak perlu adanya hipotesis.

Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk
membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sedangkan analisis
kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan perhitungan terhadap
data data yang bersifat pembuktian dari masalah sehingga metode deskriptif
kuantitatif adalah metode penelitian melalui langkah-langkah yang
memaparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka.

Dalam penelitian ini, penelitian hanya terbatas pada presentase yang
di dapat dari data kuantitatif yang berkaitan dengan penerimaan pajak
restoran di kota Makassar. Selanjutnya dari hasil perhitungan prosentase
tersebut, penulis menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan dan
menjelaskan secara mendalam serta sistematis tentang keadaan yang
sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh
suatu penyelesaian atas permasalahan yang penulis teliti..

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah
Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar. Lokasi penelitian ini dipilih karena
peneliti memungkinkan memperoleh data baik yang bersifat primer maupun

sekunder.Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka

36
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penelitian dilaksanakan kurang lebih dalam waktu 2 bulan ( 23 Juli-23

September ) 2018.

Definisi Opersional Variabel

1. Analisis Efektifitas

Mahmudi (2010:143) dalam Alfan (2015) menyatakan bahwa

efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau
sasaran yang harus dicapai. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dari
pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir maka peneliti

menggunakan rumus :

g g i A Rewlisas! Pajok Restoran x 100%
Analisis Efektifitas pajak restoran = ! >

Targel Pajak Restoran

Sumber : Norin (2013)

Perhitungan efektivitas apabila menunjukkan hasil prosentase
yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak hotel,
pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir semakin efektif, demikian
pula sebaliknya semakin kecil presentase hasilnya menunjukkan
pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir

semakin tidak efektif.

Ras‘,if) Kriteria
Efektifitas
>100% Sangat Efektif
90% - 100% Efektif
80% - 90% Cukup Efektif
60% - 80% Kurang Efektif
< 60% Tidak Efektif
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Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa apabila persentase yang
dicapai lebih dari 100% berarti sangat efektif dan apabila persentase
kurang dari 60% berarti tidak efektif.

2. Analisis Kontribusi

Kontribusi Menurut kamus ekonomi (T Guritno 1997:76) dalam
Hasannudin (2015) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-
sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau
bersama.

Analisis kontribusi pajak restoran adalah suatu analisis yang
digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat
disumbangkan dari penerimaan pajak restoran terhadap PendapatanAsli
Daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah

sebagai berikut:

Reallsas! Pajak Restoran x 100%
Realisasi PAD

analisis kontribusi pajak restoran =

Sumber: Norin 2013 dalam putu intan (2015)

Dengan analisis ini penulis akan mengetahui seberapa besar kontribusi
pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir terhadap penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Makassar.

Kontribusi dapat dikategorikan dalam kategori sangat baik apabila rasio
menunjukkan angka >50 persen. Kriteria kontribusi di sajikan pada tabel dibawah

ini:
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Tabel 3.1

Kriteria kontribusi

Kontrobusi %() Kriteria Kontribusi
>50 Sangant Baik
40,10-50,00 Baik

30,10-40,00 Cukup Baik
20,10-30,00 Sedang
10,00-20,00 Kurang Baik

<10 Sangat Kurang

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisiopol UGM (Putu Intan :2015)
D. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif
berupa daftar rincian penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame
dan pajak parkir dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota
Makassar dari tahun 2011-2017. Di sisi lain, data kualitatif berupa profil
daerah, visi dan misi, undang-undang pajak daerah dan praturan daerah
Kota Makassar.

Sumber data yang diperoleh untuk menjadi bahan analisis adalah
data sekunder yang diperoleh dari dokumen Badan Pendapatan Daerah
Kota Makassar.

E. Tekhnik Pengumpulan Data
1. Dokumentasi
Yaitu pengumpulan data yang telah ada oleh pihak lain terkait dengan
penelitian. Data yang diminta berupa realisasi penerimaan pendapatan
Daerah Kota Makassar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
3. Studi Pustaka
Metode ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan melalui

literatur, jurnal, dan informasi online.
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Metode Analisis Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan metode analisis deskriptif, dimana peneliti berusaha
menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam
bentuk uraian kalimat dan data angka berdasarkan informasi-informasi yang
berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut
kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap

permasalahan yang diajukan (Alfan:2015).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Gambaran Umum kota Makassar

Kota metropolitan makassar merupakan ibu kota dari provinsi
Sulawesi Selatan. Sebelumnya bernama Kotamadya Ujung Pandang.
Kota ini tergolong salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek
pembangunannya dan secara demografis dengan berbagai suku bangsa
yang menetap di kota ini. Suku yang signifikan jumlahnya di Kota
Makassar adalah suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa,
dan Tionghoa. Kota yang bersuhu sekitar 22-33°C ini, memiliki areal
seluas175,77 km?. Wilayah Kota Makassar terus berkembang,
khususnya ke arah timur, dimana pembangunan infrastruktur seperti
perluasan pelabuhan laut Makassar, reklamasi Pantai Losari, Bandara
Hasanuddin, jalan tol, kawasan industri Makasaar, dan berbagai proyek

lainnyatengah dilaksanakan.
Makassar yang juga dikenal dengan Kota Anging Mamiri memiliki

luas wilayah 175,77 kmzyangterbagi kedalam 14 kecamatan dan 143
kelurahan dengan jumlah penduduk 1.371.904 jiwa di malam hari dan
hampir 1,6 juta jiwa di siang hari. Kota Makassar Ibukota Provinsi
Sulawesi Selatan secaara geografis berada di tengah-tengah kepulauan
nusantara atau Center Point of Indonesia dan memiliki posisi strategis
sebagai pusat pengembangan, distribusi barang/jasa dam ruang keluarga

atau “living room” Kawasan Indonesia Timur. Makassar dalam kurun
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waktu 3 tahun terakhir jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang
datang berkunjung di Kota Makassar mengalami peningkatan yang cukup
signifikan dengan rata-rata 30% tiap tahunmya, hal ini mempertegas
posisi Makassar sebagaikota destinasi unggulan pariwisata dan kota
penyelenggara MICE (meeting, incentive, conference, and exhibitions)

Indonesia.
. Gambaran umum Badan Pendapatan Daerah

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kota tingkat I
Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghassilan
bersama Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor
155/Kep/A/V/1973 Tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas
Terminal Angkutan, Sub Dinas Pengolahan Tanah Pasir, Sub Dinas
Taman Hiburan Rakyat, Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak
Bermotor dan Sub Dinas Admiistrasi. Adanya Keputusan Walikota yang
terdapat dalam Keputusan Daerah Tingkat Il Ujung Pandang Nomor
74/S/IKep/A/V1977 Tanggal 1 April 1977 bersama dengan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 dan
Instruktur Menteri, Gubernur Kepala Dearah Tingkat 1 Sulawesi Selatan
tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/23 tentang pembentukan Dinas
Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang telah disempurnakan dan
ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang
kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan

daerah seperti Dinas Perpajakan.

Dinas Pasar dan Sub Dinas Pajak Parkir dan semua Sub-Sub

Dinas Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit
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penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas
Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang. Seiring dengan adanya
perubahan Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis
nama Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang berubah menjadi
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar dan sekarang

berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
4. Visi dan Misi Pendapatan Daerah Kota Makassar
a. Visi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu prima dalam

pelayanan dan Unggul dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.
b. Misi

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut:

1) Menggali sumber-sumber PAD secara optimal.

2) Menyusun/merevisi kembali Peraturan Daerah.

3) Meningkatkan pengawasan pengolahan pendapatan daerah.

4) Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.

5) Melakukan evaluasi secara berkala.

6) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

7) Meningkatkan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan agar

terbina kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
5. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
a. Tugas Pokok

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu

merumuskan, membina, dan mengolah pendapatan daerah.
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b. Fungsi

Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai

berikut:

1) Penyususn perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan
pendapatan serta melakukan pendapatan potensi pendapatan

daerah.

2) Pneyusun rancana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan

pendapatan daerah.

3) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional
bidang pendapatan, penetapan, keberatan, dan penagihan serta
pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir,
pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan
pengelolaan, batuan galian golongan C serta paja,pendapatan

daerah dan retribusi daerah lainnya.

4) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian tekhnis operasional
bidang bagi hasil dan pendapatan lainnya serta intensifikasi dan

ekstensifikasi.

5) Pelaksanaan dan perencanaa dan pengendalian teknis operasional
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik

daerah yang berada dalam penguasaanya.
6) Pelaksanaan sekretariatan Badan.

7) Pembinaan unit pelaksanaan teknis.



Struktur Organisasi Bappeda Kota Makassar

KEPALA BADAN

SEKRETRAIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN PERLENGKAPAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG | BIDANG I BIDANG IlI BIDANG IV
PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN PAJAK REKLAME KOORDINASI DAN
PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN PPJ,PAJAK

DAERAH PBB GALIAN C PAJAK DAERAH

DAN BAGI HASIL

UPTD PBB UPTD BPHTD

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
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6. Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Bappeda Kota Makassar
a. Kepala Badan

Merencanakan, merumuskan, mengembangkan,
mengkoordinasi, dan mengendalikan tugas desentrasi, dan tugas

pembantu di bidang pendapatan.
b. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin  sekretariat dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat
mempunyai tugas memberiakan pelayanan administratif bagi satuan
seluruh satuan kerja dilingkungan Dinas Pendapatan Kota Makassar.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretraiat menyelenggarakan fungsi:
1) Pengelolaan kesektariatan;

2) Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;

3) Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;
4) Pelaksaana urusan perlengkapan;

5) Pelaksanaa urusan umum dan rumah tangga;

6) Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas

Pendapatan;
7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan..
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan,

mengolah administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan
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kerumahtanggaan dinas.Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian menyelanggarakan fungsi:

1) Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian;

2) Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan
meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan

mendistribusikan surat sesuai bidang;
3) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;
4) Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
5) Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;

6) Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-

undangan dibidang kepegawaian dan lingkup dinas;

7) Menyiapkan bahan penyususnan standarisasi yang meliputi bidang

kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan.
8) Melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar.
9) Menyususn laporan hasil pelaksanaan tugas;
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana
kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan
tugas Sub Bagian Keuangan menyelanggarakan fungsi:

1) Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;

2) Mengumpulkan dan menyususn rencana kerja satuan kerja

perangkat daerah;
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3) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari
masing-masing bidang dan sekretariat sebagai bahan konsultasi

perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas;

4) Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi

perbendaharaan dinas;

5) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja

instansi dari masing-masing satuan kerja;

6) Menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi

dengan Sub Bagian Perlengkapan;
7) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
8) Melaksanakan tugas kedinasan lai n yang diberikan oleh atasan.
. Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun
rencana kerja, melaksanakan tugas tekhnis perlengkapan, membuat
laporan serta mengevaluasi semua pengadaan dan pemamfaatan
barang. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perlengkapan
meyelenggarakan fungsi:

1) Menyusun rencana dan program kerja dinas pendidikan;

2) Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas;

3) Membuat usulan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Unit (RKBU)
Sekretariat dan bidang-bidang;

4) Membuat Daftar Kebutuhan Barang (DKB);

5) Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
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6) Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran

dan bahan penyusunan APBD;

7) Menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada Dinas

Pendapatan;

8) Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya

tentang barang inventaris daerah;
9) Menyususn laporan hasil pelaksanaan tugas;
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
c. Bidang | Pajak Hotel dan Hiburan

Bidang | Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan
keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak
Hotel dan Pajak Hiburan. Dalam melaksanakan tugas Bidang | Pajak
Hotel dan Hiburan menyelenggaraka fungsi:

1) Melaksanakan rencana kerja sesuia dengan tugas pokok dan
fungsinya;

2) Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan,
keberatan, penerbitan surat ketetapan, penagihan, pembukuan,
verifikasi dan pelaporan pajak hotel dan pajak hiburan;

3) Melaksanakan pembinaan sistem manajemen pengelolaan pajak;

4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

5) Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

d. Bidang Il Pajak Restoran dan Parkir
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Bidang Il Pajak Restoran dan Parkir mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan,
keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak
Restoran dan Pajak Parkir.Dalam melaksanakan tugas, Bidang Il
Pajak Restoran dan Pajak Parkir meneyelenggarakan fungsi:

1) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya;

2) Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan,
keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan,
pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak

Parkir;
3) Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
5) Pengelolaan urusan administrasi urusan tertentu.
. Bidang 11l Pajak Hiburan dan Retribusi Daerah

Bidang Ill Pajak Hiburan dan Retribusi Daerah mempunyai
tugas melakukan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan,
keberatan, penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak Hiburan Dan
Retribusi Daerah.Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ill Pajak Hiburan

dan Retribusi Daerah menyelenggaran fungsi:

1) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya;

2) Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan,

keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan
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pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hiburan dan Retribusi

Daerah;
3) Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh batasan;
5) Pengelolaan adaministrasi tertentu.

Bidang IV Koordinasi, Pengendalian, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak

Daerah dan Bagi Hasil

Bidang IV Koordinasi, Pengendalian, Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan
C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan
tugas pokok mengendalikan, merencanakan, merumuskan serta
melaksanakan pengembangan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan

serta audit pajak dan retribusi.

Dalam melaksanakan tugas Bidang [V Koordinasi,
Pengendalian, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan
Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil

menyelenggarakan fungsi:

1) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya;
2) Koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi;

3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan intensifikasi  dan

ekstensifikasi pajak-pajak dan retribusi;

4) Koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya;
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5) Pengendalian, pelaporan dan verifikasi;
6) Melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan
bidang tugasnya;
7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
8) Pengelolaan administrasi urusan tertentu.
B. Analisis Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran

Tingkat efektivitas pajak restoran dapat dihitung dengan
membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran dengan target yang
telah ditetapkan. Perhitungan efektivitas Pemungutan pajak restoran di kota

Makassar tahun 2011-2017 dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 4.1
Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran

Tahun 2011-2017

Pajak Restoran (Rp) Rasio
Tahun Realisasi Efektifitas Kriteria
Targert %
2011 36.014.223.069 | 36.317.110.000 99,16 Efektif
2012 44.697.362.000 | 42.965.891.390 104,02 Sangat efektif
2013 52.029.379.299 | 46.197.366.000 112,62 Sangat efektif
2014 70.900.530.494 | 75.115.785.000 94,38 efektif
2015 92.281.810.945 | 98.788.870.000 93,41 Efektif
2016 115.009.325.364 | 171.138.613.000 67,2 Kurang efektif
2017 140.867.931.067 | 170.000.000.000 82,86 Cukup efektif
Rata-rata 93,38 Efektif

Sumber : Bappeda Kota Makassar, diolah kembali (2018)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat rasio efektivitas pajak restoran
tahun 2011-2017. Di tahun 2011 tingkat efektivitas menunjukkan kriteria
efektif dengan rasio sebesar 99,16%. Pada tahun 2012 meningkat hingga
Pada tahun 2013

mencapai 104,02% dengan kriteria sangat efektif.
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meningkat kembali menjadi 112,62%, tahun 2014 menunjukkan tingkat
efektifitas sebesar 94,38%. dan di tahun 2015 hanya sebesar 93,41. Pada
tahun 2016 menunjukkan tingkat efektifitas dengan presentase terendah
sebesar 67,20 dengan kriteria kurang efektif dan pada tahun 2017 dengan

tingkat efektifitas sebesar 82,86 sangat menurun dari tahun 2012.
Analisis Kontribusi Pajak Restoran Pada PAD Kota Makassar

Perhitungan kontribusi pajak restoran pada PAD Kota Makassar

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2

Kontribusi Pajak Retoran Pada PAD Kota Makassar

2011-2017
Tahun Realisasi Pajak Realisasi PAD Pres.enta?se Kriteria
Restoran (Rp) (Rp) Kontribusi (%) | Kontribusi

2011 36.014.223.069 270.547.821.316 13,31 Kurang baik
2012 44.697.362.000 388.445.926.266 11,50 Kurang baik
2013 52.029.379.299 518.706.710.508 10,03 Kurang baik
2014 70.900.530.494 561.684.151.010 12,62 Kurang baik
2015 92.281.810.945 635.647.206.877 14,51 Kurang baik
2016 115.009.325.364 759.202.412.170 15,14 Kurang baik
2017 140.867.931.067 938.796.384.191,06 15,00 Kurang baik

Sumber: Badan Pendapatan ADaerah Kota Makassar (Diolah kembali) 2018

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat kontribusi pajak restoran pada
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar tahun 2011-2017. Kontribusi tahun
2011 sebesar 13,31% dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp
270.547.821.316. Tahun 2012 sebesar 11,50% dari Rp 388.445.926.266.
Pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 10,03% dari total
penerimaan PAD sebesar Rp 518.706.710.508, pada tahun 2014 memberikan

kontribusi sebesar 12,62% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah

sebesar Rp 561.684.151.010, pada tahun 2015 memberikan kontribusi
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sebesar 14,51% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp
635.647.206.877. Pada Tahun 2016 memberikan kontribusi sebesar 15,14%
dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rp 759.202.412.170. Dan pada
tahun 2017 memberikan kontribusi sebesar 15,00 dari total penerimaan

Pendapatan Asli Daerah Rp 938.796.384.191,06.
D. Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui
tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran di kota Makassar selama
kurun waktu dari tahun 2011-2017. Kedua, untuk mengetahui kontribusi yang
diberikan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Makassar selama kurun waktu dari tahun 2011-2017.

Tingkat efektivitas pengelolaan pemungutan pajak restoran Kota
Makassar selama periode tahun 2011-2017 dapat dikatakan efektif, dengan
rata-rata tingkat efektifitas 93,38. Semakin tinggi rasio efektifitasnya,
pemungutan pajak restoran semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil
perhitungan yang dilakukan peneliti dengan cara membandingkan realisasi
penerimaan pajak pada tahun tertentu dengan target penerimaan pajak pada
tahun tertentu. Nilai rasio yang ditunjukkan selama tahun 2011-2017
merupakan kinerja yang baik karena perolehan pajak restoran sudah
memenuhi dari target yang ditetapkan. Peningkatan pajak restoran perlu
dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan cara lebih digiatkan lagi dalam
pemungutannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Edward W. Memah
(2013) Tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran Kota Manado

sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai
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persentase lebih dari 100%.. Namun tidak sejalan dengan peneitian Poputra
T. Agus @ all (2014) yang menunjukkan bahwa Efektivitas Pajak Restoran
menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Restoran belum
efektif.

Kontribusi penerimaan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah
Kota Makassar masih kurang baik. Rata-rata dalam kurun waktu 2011-2017
pajak restoran memberikan kontribusi pada PAD hanya 13,15%. Keadaan ini
menuntut adanya prihatin  yang sungguh-sungguh terkait dengan
pemungutan pajak dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi
terhadap pajak restoran sehingga pajak restoran dapat lebih besar lagi
memberikan kontribusinya untuk mewujudkan kemandirian daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Edward W.
Memah yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran pada tahun
2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD sehingga dapat

mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat

ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pengelolaan pemungutan pajak restoran Kota
Makassar selama periode tahun 2011-2017 dapat dikatakan efektif,
dengan rata-rata tingkat efektifitas 93,38. Semakin tinggi rasio

efektifitasnya, menggambarkan pemungutan pajak restoran semakin baik.

2. Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Makassar periode 2011-2017 sebesar 13,15% per tahun. Angka ini
memperlihatkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan

Asli Daerah masih kurang baik.
B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan penulis, daat
memberikan saran dan masukan bagi pemerintah Kota Makassar dalam

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak restoran .

1. .Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah beberapa variabel
lain atau mengubah variabel terikat untuk memperoleh hasil yang lebih

akurat.

2. Karena terus berkembangnya usaha kuliner yang dilakukan oleh
masyarakat seharusnya Pemerintah Kota Makassar, khususnya Badan
Pendapatan Daearh (Bappeda) melakukan pendataan ulang secara

periodik terhadap wajib pajak dan objek pajak restoran.
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3. Sebaiknya bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Meningkatkan
pengawasan dan memperketat sanksi administrasi yang ada terhadap
Wajib Pajak yan melakukan pelanggaran pajak karena sanksi ini lebih
efektif untuk mengurangi penunggakan pajak restoran.

4. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar diharapkan dapat
mengelola pajak daerah dengan baik lagi sehingga dapat meningkatkan

pendapatan asli daerah.
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